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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1
Sejarah Singkat Perusahaan

Kereta api di Indonesia ditandai dengan pengayunan cangkul pertama oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele di desa Kemijen Jum’at tanggal 17 Juni 1864 yang diprakasai oleh “Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indishe Spoorweg Maatschappij” (NV. NISM). Perusahaan swasta NV. NISM menbangun jalan kereta api antara Kemijen – Tanggung dan pada tanggal 10 Febuari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang – Surakarta (110 Km). selain di Jawa, pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera Selatan (1914), Sumatera Barat (1891), Sumatera Utara(1886), Aceh (1874), bahkan pada tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan kereta api sepanjang 47 KM antara Makasar – Takalar. 

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan kereta api yang tergabung dalam “Angkatan Moeda Kereta Api” (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 September 1945, yaitu pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api Rebuplik Indonesia” (DKARI). Lima tahun kemudian, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum No. 2 Tanggal 6 Januari 1950, ditetapkan bahwa mulai 1 Januari 1950 DKARI dan “Staat-spoor Wegen en Verenigde Spoorweg Bedrijf (SS/VS) digabung menjadi satu perusahaan kereta api bernama “Djawatan Kereta Api” (DKA).

Dalam rangka pembenahan badan usaha, pemerintah mengeluarkan UU No. 19 Tahun l960, yang menetapkan bentuk usaha BUMN. Atas dasar UU ini, dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963, tanggal 25 Mei 1963 dibentuk “Perusahaan Negara Kereta Api” (PNKA), sehingga Djawatan Kereta Api dilebur kedalamnya. Pemerintah mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969, yang menetapkan jenis BUMN menjadi tiga Perseroan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Jawatan. Sejalan dengan UU dimaksud, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1971 tanggal 15 September 1971, bentuk perusahaan PNKA mengalami perubahan menjadi “Perusahaan Jawatan Kereta Api” (PJKA).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990, pada tanggal 2 Januari 1991, PJKA mengalami perubahan menjadi Perusahaan Umum Kereta Api disingkat Perumka. Sejalan dengan perubahan status ini kinerja perkeretaapian di Indonesia kian membaik.

Selanjutnya, berdasarkan “Loan Agreement” No. 4106-IND tanggal 15 Januari 1997 berupa bantuan proyek dari Bank Dunia, yang kemudian lebih dikenal dengan Proyek Efisiensi Perkeretaapian atau “Railway Effiency Project” (REP), dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, tanggal 3 Febuari 1998, Pemerintah menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Prosesi perubahan status perusahaan dari Perum menjadi Persero secara “de-facto” dilakukan tanggal 1 Juni 1999, saat Menhub Giri S. Hadiharjono mengukuhkan susunan Direksi PT Kereta Api (Persero) di Bandung.

Tabel 2.1

Kronologis Bentuk Perusahaan

	Periode 
	Status
	Dasar Hukum

	1864
	Pembangunan jalan kereta api sepanjang 25 km antara kemijen-tanggung oleh Hindia Belanda
	

	1864-1945 
	Staat Spoorweggen (SS)

Verenigole Spoorwegenbedrifj (VS)

Deli Spoorweg Mastchapij (DSM)
	IBW

	1945-1950

1950-1963
	Djawatan Kereta Api (DKA)

Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI)
	

	1963-1971
	Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA)
	PP 22 TAHUN 1963

	1971-1991
	Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)
	PP 61 TAHUN 1971

	1991-1998
	Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA)
	PP 57 TAHUN 1990

	1998-Sekarang 
	PT. Kereta Api (Persero)
	PP 19 TAHUN 1998 KEPRES 39 TAHUN 1999 AKTE NOTARIS IMAS FATIMAH NO. 2 TAHUN 1999


Sumber : PT. Kereta Api (Persero) Bandung
2.2
Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu rangka kerjasama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tertib, penyusunan yang logis dan hubungan yang serasi. Jadi dalam suatu struktur organisasi terdapat rangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi, serta wewenang tanggung jawab tiap anggota organisasi.  

Struktur organisasi yang diterapkan PT. Kereta Api (Persero) di Stasiun Rancaekek adalah bentuk garis, bentuk ini terlihat karena hanya ada satu atasan yang berwewenang memimpin suatu organisasi.

Struktur organisasi garis ini dekemukakan oleh seorang Perancis bernama Henri Fayol (1941). Organisasi garis = organisasi lini = organisasi militer = organisasi hierarchis, ialah suatu bentuk yang mempunyai satu komando atau pimpinan yang memerintah dari atas sampai ke bawah. Demikian pula persoalan-persoalan yang terdapat pada bagian bawah tangga organisasi harus diajukan ke pihak atasan untuk mendapatkan penyelesaiaan.

Jadi di katakan organisasi lini atau garis kerena kenyataan bahwa pada sistem ini hubungan antara bagian itu melalui garis lurus. Garis lurus tampak dari kebijaksanaan dan kekuasaan yang langsung dari atas ke bawah, dan garis pertanggungjawaban dari bawah ke atas.

Sebagai kebaikan dari sistem garis ini ialah:

1. Struktur sangat sederhana.

2. Dengan tegas bisa diketahui apa tugasnya dan pada siapa seseorang itu bertanggung jawab.

3. Tata tertib atau disiplin kerja bisa dipelihara.

4. Banyak digunakan dalam organisasi kecil.

Kelemahan-kelemahannya adalah:

1. Timbulnya birokrasi, yaitu lambannya jalan pekerjaan dan tanggung jawab karena banyaknya tangga-tangga organisasi yang harus dilewati.

2. Untuk organisasi ini dibutuhkan pimpinan cakap dan serba tahu. Mencari tipe pemimpin seperti ini sulit sekali.

3. Tidak ada kerja sama antara bagian-bagian yang sederajat dalam organisasi tersebut.

4. Kurang adanya spesialisasi, karena kepala-kepala bagian/biro harus memiliki sifat beraneka ragam, untuk mengorganisasi bagian-bagian, seksi-seksi dibawahnya. Ada kemungkinan pekerjaan dilakukan kurang sempurna.    
Struktur organisasi yang diterapkan PT. Kereta Api (Persero) di Stasiun Rancaekek adalah dalam bentuk garis, berikut ini gambaran struktur organisasi di Stasiun Rancaekek. 

Sumber : Stasiun Rancaekek

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Stasiun Rancaekek

2.3
Deskripsi Jabatan
Berikut ini penulis hanya akan uraikan tugas-tugas bagian loket, karena sesuai dengan penulis ditempatkan dan judul yang penulis angkat.

Bagian loket atau bagian penjualan tiket mempunyai peranan sangat penting bagi berjalannya suatu kegiatan perusahaan, karena bagian loket ini bertugas untuk menjual atau melayani para pengguna jasa kereta api. Pada bagian loket ini mempunya tugas dan tanggung jawab sendiri pada pekerjaannya. Ada beberapa tugas pokok bagian loket, diantaranya:

a. Melaksanakan kegiatan penjualan tiket baik secara manual maupun komputer.

b. Menyiapakan tiket-tiket yang akan dijual, baik itu didalamnya pemberian tanggal pada tiket yang akan dijual.

c. Menghitung berapa jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan tiket yang kemudian melaporkannya kepada bagian pembendaharaan.

2.4 
Aspek Kegiatan Perusahaan

PT. Kereta Api (Persero) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengusahaan pelayanan jasa angkutan kereta api untuk memperlancar arus perpindahan barang atau orang, guna menunjang pembangunan nasional. Dan itu semua tercantum dalam pasal 6 ayat 2, peraturan pemerintah No. 57/1990.

Sifat usaha PT. Kereta Api (Persero) adalah menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan pelaksanaan perusahaan.
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